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KATA PENGANTAR

Konsil Kedokteran Indonesia mulai berfungsi setelah mengucapkan
sumpah didepan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2005.
Konsil Kedokteran Indonesia mendapat amanah dari Undang-undang Praktik
Kedokteran no. 29 tahun 2004 seperti yang tertuang dalam pasal 6, 7 dan
8 mengenai fungsi, tugas dan wewenangnya.

Pelayanan profesional oleh dokter dan dokter gigi merupakan salah
satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang mempunyai tugas
utama memberikan pelayanan kedokteran yang aman bagi masyarakat. Oleh
karena itu Konsil Kedokteran Indonesia juga mendapat amanah pengaturan
praktik kedokteran yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada
pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang
diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan memberikan kepastian hukum
kepada masyarakat, termasuk dokter dan dokter gigi.

Agar amanah tersebut dapat dilaksanakan perlu disusun wawasan
program jangka panjang, menengah dan program jangka pendek yang
berkesinambungan dan terarah. Wawasan program jangka panjang berupa
perumusan visi dan misi Konsil Kedokteran Indonesia. Sedang program

jangka pendek dan menengah berupa penyusunan sasaran, strategi dan

program 5 tahun kedepan dalam bidang pendidikan, registrasi, pembinaan
dan kesekretariatan.

Penyusunan Rencana Strategi 5 tahun kedepan setelah memperhatikan
pemantauan lingkungan tentang situasi saat ini antara lain masalah praktik
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kedokteran dan kedokteran gigi serta harapan stakeholder terhadap masalah
pelayanan kedokteran. Selain itu juga menelaah fungsi, tugas, wewenang
dan peran Konsil Kedokteran Indonesia dalam melindungi masyarakat dan
peningkatan pelayanan kedokteran. Dengan demikian diharapkan Rencana
Strategi ini menjadi pedoman untuk diacu oleh semua komponen Konsil

Kedokteran Indonesia dalam menjalankan perencanaan dan penyusunan
kegiatan tahunan secara berkesinambungan serta dapat diketahui oleh

stakeholder lain.
Semoga Rencana Strategi Konsil Kedokteran Indonesia 2005 — 2010

ini dapat diimplementasikan secara berhasil dan berdaya guna sesuai dengan
amanah dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Jakarta, 29 Desember 2006
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Bab |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk
meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal sebagai salah
satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar

Haluan Negara 1999-2004 menetapkan bahwa kebijakan Pembangunan
Kesehatan antara lain adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia
dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma
sehat, meningkatkan serta memelihara mutu lembaga pelayanan
kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara
berkelanjutan. Tindak lanjut dari penjabaran tersebut adalah
ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 dimana telah digariskan
bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok
manusia yang perlu disediakan terutama bagi keluarga miskin.

Salah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang
prima adalah tersedianya pelayanan profesional oleh dokter dan
dokter gigi yang bekerja dengan memberikan pelayanan medik yang
aman. Untuk alasan ini maka telah diterbitkan Undang-undang Nomor
29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mengatur praktik
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dokter dan dokter gigi agar kualitasnya baik dan terpelihara mulai dari
pendidikan, registrasi dan pembinaannya.

Asas praktik kedokteran adalah Pancasila yang didasarkan pada
nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta
perlindungan dan keselamatan pasien. Nilai ilmiah yang dimaksud
adalah bahwa praktik kedokteran harus didasarkan pada ilmu
pengetahuan dan teknologi serta etika profesi yang diperoleh baik dari
pendidikan formal maupun non formal secara berkesinambungan serta
pengalaman praktik di lapangan. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran
harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan
dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Praktik Kedokteran harus mampu memberikan pelayanan

yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau
dan pelayanan yang bermutu. Selain itu dalam penyelenggaraannya

hanya memperhatikan unsur kemanusiaan dengan tidak membedakan

suku, agama, status sosial dan ras, namun demikian tetap menjaga
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan kepentingan individu dan
masyarakat.

DASAR PEMIKIRAN UNDANG-UNDANG PRAKTIK
KEDOKTERAN DAN DIBENTUKNYA KKI

Undang-undang Praktik Kedokteran merupakan terobosan dalam
memperbaiki mutu pendidikan dan pelayanan praktik kedokteran dan
kedokteran gigi di Indonesia. Undang-undang ini memberikan
pemahaman kepada setiap dokter dan dokter gigi, bahwa dalam
menyelenggarakan praktik kedokteran harus memenuhi standar
kompetensi tertentu sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan
medik secara profesional dan aman. Untuk mencapai kondisi ini Undang-
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undang Praktik Kedokteran menegaskan perlu adanya Konsil
Kedokteran Indosesia (KKI) sebagai pihak yang sangat berperan
dan stratejik, untuk menjalin kerjasama secara harmonis dan sinergis
dengan pihak-pihak lain yang juga turut mendapat amanah yaitu
Organisasi Profesi, Kolegium, Institusi Pendidikan, Rumah Sakit
Pendidikan, Departemen Kesehatan, dan Departemen Pendidikan
Nasional. Dengan demikian secara luas pembentukan KKI mempunyai
tujuan: Pembinaan pendidikan dan praktik dokter dan dokter

gigi; Perlindungan masyarakat yang membutuhkan pelayanan

praktik Kedokteran dan Kedokteran Gigi; serta Pemberdayaan
organisasi profesi.

Selanjutnya sebagai implementasi Undang-undang Praktik

Kedokteran, dan kaitannya dengan fungsi, tugas dan wewenang KKI
seperti yang tercantum dalam pasal 6, 7 dan 8 maka disusunlah rencana
strategi Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2005-2010. Penyusunan ini

diperlukan agar pencapaian tujuan tersebut diatas dapat dilakukan

secara berhasil dan berdaya guna sesuai dengan yang diamanahkan
dalam Undang-undang Praktik Kedokteran.
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Bab Il
PEMANTAUAN LINGKUNGAN

SITUASI SAAT INI

Pada dekade terakhir tidak sedikit permasalahan yang muncul di
masyarakat yang diakibatkan antara lain oleh interaksi didalam praktik
dokter dan dokter gigi. Pada hakekatnya praktik kedokteran bukan
hanya interaksi antara seorang dokter atau dokter gigi terhadap pasiennya,
akan tetapi lebih luas mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan
sikap yang sesuai dengan profesionalisme seorang dokter dan dokter
gigi pada saat memberikan pelayanan. Profesionalisme dokter dan

dokter gigi tidak terlepas dari situasi pendidikan dokter dan dokter gigi
saat ini yang memang masih sangat bervariasi mutunya. Dengan
demikian untuk mencapai profesionalisme tersebut berbagai kondisi
harus dapat diantisipasi oleh KKI yang kemudian untuk selanjutnya
akan disusun langkah-langkah stratejik berupa program beserta
kegiatannya. Kondisi yang dapat diidentifikasi saat ini antara lain :

Tuntutan masyarakat

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan
yang lebih baik serta makin berkurangnya kepercayaan masyarakat
terhadap praktik dokter dan dokter gigi.

Hal ini ditandai dengan semakin maraknya tuntutan hukum oleh
masyarakat, yang sering kali diidentikan dengan kegagalan upaya
penyembuhan dan ketidak-mampuan dokter dan dokter gigi. Sebaliknya
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apabila tindakan medis yang dilakukan berhasil, maka dianggap sebagai
hal biasa. Dokter dan dokter gigi dengan perangkat ipteknya pada
dasarnya berupaya menyembuhkan pasien, akan tetapi penerapan
iptek yang dimilikinya tidak selalu identik dengan penyembuhan pasien.

Hal ini disebabkan berbagai faktor yang turut menentukan keberhasilan
perawatan antara lain kondisi pasien, sistem pelayanan kesehatan,
sistem pembiayaan dan profesionalisme dokter dan dokter gigi. Berkaitan
dengan tugas KKI permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan
mutu pelayanan medik serta pemberian kepastian hukum bagi

masyarakat, serta dokter dan dokter gigi, merupakan salah satu program
prioritas untuk segera ditangani.

Jumlah, Distribusi dan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

Sampai saat ini berapa jumlah dokter, dokter gigi yang melakukan
praktik kedokteran belum didapatkan angka yang akurat. Sebagai
konsekuensinya berapa produksi dokter dan dokter gigi yang harus
dihasilkan institusi pendidikan masih sulit diprediksi. Demikian pula
dengan distribusinya yang belum merata karena sebagian besar praktik
dokter dan dokter gigi berkumpul di kota-kota besar. Dengan demikian
target pencapaian ratio dokter : masyarakat sebesar 1:2.500 dan dokter
gigi : masyarakat sebesar 1:10.000 di tahun 2010, masih jauh untuk
bisa dicapai. Tidak adanya registrasi ulang mempersulit prediksi jumlah
dan distribusi dokter dan dokter gigi yang aktif dalam sistem pelayanan
medik. Oleh karena itu upaya registrasi perlu segera dilaksanakan
mengingat (1) secara tak langsung akan berdampak pada upaya dokter
untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan mediknya.
(2) jumlah dan distribusi dokter di Indonesia dapat dipetakan, sehingga
berguna dalam pemerataan pelayanan medik oleh pemerintah serta
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pengendalian produksi dokter. (3) Registrasi dan registrasi ulang oleh
KKI berdampak pada pengendalian kualitas kompetensi yang telah
distandarkan dan akan memberi kepastian hukum bagi masyarakat,
serta dokter dan dokter gigi.

Standar Kompetensi Dokter dan Dokter Gigi, serta Standar
Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi

Pada saat ini penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan
kedokteran gigi mengacu pada Kurikulum Inti Pendidikan Dokter
Indonesia Il (KIPDI I11) dan Kurikulum Inti Pendidikan Dokter Gigi
Indonesia Il (KIPDGI Il) yang telah disusun bersama antar institusi
pendidikan (Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi) di
Indonesia. Pada kenyataannya kualitas lulusan pendidikan kedokteran
dan kedokteran gigi sangat bervariasi karena buku acuan yang digunakan
hanya berupa buku acuan kurikulum dan bukan berupa buku standar
pendidikan. Standar Kompetensi tidak termasuk dalam buku Kurikulum
Inti yang digunakan pada saat ini. Beragamnya kualitas lulusan pendidikan
dokter dan dokter gigi di Indonesia dapat menimbulkan masalah dalam
melakukan praktik kedokteran dan kedokteran gigi bagi masyarakat.
Sehubungan dengan hal ini diperlukan suatu standar nasional pendidikan
profesi dokter dan dokter gigi di Indonesia, yang mencakup standar
input, proses dan output yang mengacu pada kondisi masyarakat
Indonesia sekaligus pada standar global.

Pembinaan Praktik Dokter dan Dokter Gigi

Pada saat ini pembinaan praktik dokter dan dokter gigi dilakukan
oleh berbagai pihak dengan cara yang kurang terintegrasi. Demikian
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pula pembinaan tidak selaras dengan sistem pelayanan kesehatan
lainnya sehingga terjadi model pelayanan medik yang kurang terstruktur.
Undang-undang Praktik Kedokteran pada dasarnya menghendaki
adanya pelayanan medik yang terstruktur dan terintegrasi antar berbagai
pihak terkait dengan pelayanan oleh dokter dan dokter gigi yang
profesional. Berkaitan dengan hal ini pembinaan praktik juga harus
dilaksanakan secara terpadu dan harmonis oleh berbagai pihak karena
menyangkut pembinaan praktik kedokteran yang terkait dengan bidang
etik dan pengembangan ilmu.

Kondisi ini merupakan tantangan bagi penerapan Undang-undang
Praktik Kedokteran , karena pada saat ini dokter dan dokter gigi dalam
praktik sehari-harinya terbiasa bekerja dengan pola yang belum mengacu

kepada standar profesi dan aturan main yang jelas.
Pasar Global

Globalisasi menimbulkan ancaman sekaligus tantangan bagi
praktik dokter dan dokter gigi di Indonesia. Berupa ancaman karena
dokter atau dokter gigi asing dengan berbagai kualitas dimungkinkan
praktik di Indonesia di masa yang akan datang. Dari segi positif sebetulnya
hal ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan
kualitas praktik dokter dan dokter gigi agar dapat bersaing dengan para
dokter asing tersebut. Undang-undang Praktik Kedokteran merupakan
pemicu untuk mengembangkan kompetensi dokter dan dokter gigi
menuju standar nasional, yang sekaligus mengacu pada standar
internasional. Karena itu pada saat ini penyesuaian dan peningkatan
kompetensi dokter dan dokter gigi memerlukan percepatan yang
signifikan.

Renstra KKI 2005 - 2010




KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

Penerapan Undang-Undang Praktik Kedokteran

Penerapan Undang-undang Praktik Kedokteran akan berbeda
beda diberbagai daerah berkaitan dengan kewenangan daerah sesuai
dengan UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU
no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Agar Undang-undang Praktik Kedokteran dapat diterima dan diterapkan
secara lancar di berbagai daerah maka diperlukan koordinasi dan
kerjasama yang harmonis antara pihak KKI dengan Pemda di berbagai
provinsi / kabupaten di seluruh Indonesia.

Undang-Undang Praktik Kedokteran menuntut KKI bekerja
secara efisien dan profesional

Untuk mencapai hal ini KKI harus didukung oleh kesekretariatan
yang handal serta fasilitas prasarana dan sarana yang memadai. KKI
terdiri dari 17 anggota yang mempunyai kemampuan, komitmen dan
komunikasi yang baik, yang diharapkan mampu menyusun kebijakan
dan strategi demi tercapainya praktik dokter dan dokter gigi secara
profesional sesuai standar yang telah ditentukan. KKI dalam bekerjanya
dibantu oleh seorang sekretaris dan didukung oleh sekretariat yang
berasal dari departemen Kesehatan. Untuk mencapai kinerja yang
maksimal masih diperlukan harmonisasi antara anggota KKI dan seluruh
jajaran sekretariat. Sehubungan dengan fasilitas, saat ini KKI belum
didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai. Fasilitas yang
digunakan terbatas pada apa yang diberikan oleh Departemen Kesehatan,
padahal melihat pada lingkup kerjanya KKI harus didukung oleh sarana
gedung dan sistem teknologi informasi yang dapat menjangkau secara
nasional bahkan internasional. KKI diharapkan akan berkembang
menjadi lembaga independen yang handal dan terpercaya, karena
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